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PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2025/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK YYYYYYYYY, tempat dan tanggal lahir Jombang,

22  April  1997,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di   Jombang,

Kabupaten  Jombang,  Jawa  Timur,  dengan  domisili

elektronik  pada  alamat  email  :

aVVVVVVVVVVgmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  FFFFFFF  tempat  dan  tanggal  lahir  Jombang,  22

Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Kuli  Bangunan,  bertempat  tinggal  di    Kecamatan

Jombang,  Kabupaten Jombang,  Jawa Timur;  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

    Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatan  tanggal  08  Mei  2025  telah

mengajukan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Jombang, Nomor 1181/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 08 Mei 2025 dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  15  Agustus  2019,  Penggugat  dan  Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten
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Jombang,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

JJJJJJJ, tertanggal 16 Agustus 2019;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah  orang  tua  Tergugat  selama  1  tahun  kemudian  pindah  kerumah

orangtua Penggugat selama 3 tahun 10 bulan dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

a. Bahwa  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan  Tergugat  memiliki  kebiasaan  buruk  dimana  Tergugat

sering  mabuk-mabukan  dan  juga  sering  bermain  judi  online  dan

menghambur hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, selain

itu Tergugat juga tidak pernah terbuka kepada Penggugat apabila ada

permasalahan rumah tangga dimana setiap  kali  ada permasalahan

rumah tangga Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk komunikasi

dan menyelesaikan urusan rumah tangga Tergugat justru pergi begitu

saja tanpa sepatah kata apapun;  

b. Bahwa Tergugat juga diketahui menghilangkan motor milik

saudara Penggugat namun Tergugat mengatakan jika motor tersebut

dicuri orang lain, selain itu Tergugat juga meninggalkan hutang kepada

Penggugat  sehingga  mau  tidak  mau  Penggugat  yang  membayar

hutang tersebut;  

c. Bahwa,  puncaknya  pada  bulan  Mei  tahun  2024  terjadi

pertengkaran  masalah  yang  sama  kemudian  Tergugat  pergi  dari

rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat

dan  semenjak  itupula  Penggugat  dan  Tergugat  beripisah  tempat

tinggal kurang lebih selama 11 bulan;  

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan

penghasilan  per  bulan  sejumlah  Rp  1.500.000,  maka  jika  terjadi

perceraian  Penggugat  mohon agar  Tergugat  dihukum untuk  membayar

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa

uang  sejumlah  Rp  500.000  yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;  
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5. Bahwa  untuk  menjamin  terpenuhinya  tuntutan  Penggugat  tentang

nafkah  iddah  dan  mut'ah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim

memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Jombang  untuk  menahan

Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  memenuhi

tuntutan Penggugat;  

6. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Jombang

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

7. Bahwa  Penggugat  adalah  orang  yang  tidak  mampu  dibuktikan

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Desa

Jabon  Kecamatan  Jombang  Kab  Jombang  Nomor  :  RTRRRRRRR

tertanggal  06  Mei  2025,  sehingga  Penggugat  mohon  untuk  diizinkan

berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);  

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat mohon  agar

Majelis untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT );  

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:    

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;  

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;  

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat  untuk berperkara

secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah membaca penetapan Ketua

Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1181/Pdt.G/2025/PA.Jbg. tanggal 7 Mei

2025  yang  isinya  mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  berperkara

secara  prodeo,  maka  oleh  sebab  itu  pemeriksaan  atas  perkara  ini  dapat

dilanjutkan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui

DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2025; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

YYYYYYYYY  tanggal  28  Februari  2024  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jombang Kabupaten Jombang

Provinsi  Jawa Timur,  Nomor JJJJJJJ Tanggal  16 Agustus 2019. Bukti

surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan dengan
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aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi

kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.SAKSI 

Saksi 1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di  Kecamatan Jombang, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, belum dikaruniai anak.

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan bertengkar yang disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan

dan bermain judi online, selain itu Penggugat harus membayar hutang

yang ditinggalkan oleh Tergugat;

 Bahwa saksi  mengetahui,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal sekitar 11 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak

pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi  2.  SAKSI  2,  umur  22  tahun,  agama  Kristen,  pekerjaan  Admin  Klinik,

bertempat tinggal di  , Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, belum dikaruniai anak.

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan  bertengkar  yang  disebabkan  sikap  Tergugat  yang  suka  mabuk-

mabukan dan bermain judi online;

 Bahwa saksi  mengetahui,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal sekitar 11 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak

pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
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Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  Berita  Acara  Sidang  dan  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati

Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat

tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  sehingga

upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok  Penggugat mengajukan cerai gugat

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sering terjadi  pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan

dan bermain judi online, selain itu Penggugat harus membayar hutang yang

ditinggalkan oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
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perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  cerainya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  berupa  KTP  atas  nama

Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Penggugat

saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  merupakan

kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  dipertimbangkan  sebelumnya  dan

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai

dengan  pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa 2 orang saksi  yang dihadirkan Penggugat  adalah

merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Tergugat,  dimana  dalam memberikan  keterangannya  telah  bersumpah (vide

Pasal  147 HIR)  dan diyakini  bahwa saksi-saksi  tersebut  adalah mengetahui

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  keterangannya  saling
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bersesuaian (vide Pasal  170 HIR) serta kesaksian para saksi  tersebut  telah

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7

Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975,

sehingga telah  memenuhi  syarat  formil  materiil  pembuktian,  oleh  karenanya

dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  adanya  ketidakrukunan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Pasal  172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi  sesuai  Pasal  145 ayat  (1)  HIR dan Pasal  171 dan 172 HIR,

sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang suka mabuk-

mabukan  dan  bermain  judi  online,  selain  itu  Penggugat  harus  membayar

hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;; 

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  surat  serta  keterangan

saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai

anak.

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan  Tergugat  yang  suka  mabuk-

mabukan dan bermain judi  online, selain itu Penggugat harus membayar

hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama 11 bulan;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;
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5. Bahwa keluarga Penggugat  telah  berusaha mendamaikan,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

menunjukkan  suatu  keadaan  atau  kondisi  yang  tidak  harmonis  lagi  dalam

kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  keadaan  dan  kondisi

tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya

suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bermain

judi  online,  selain  itu  Penggugat  harus  membayar  hutang yang ditinggalkan

oleh Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai

pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

suami  istri  dalam  rumah  tangga  tidaklah  selalu  berupa  pertengkaran  mulut

dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya,

tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap

saling  mendiamkan  diri  (tidak  mau  berbicara)  dan/atau  salah  satu  pihak

menghindar/menjauhkan  diri  dari  pihak  lainnya  (tidak  mau

berhubungan/berkomunikasi)  secara terus menerus dalam waktu yang relatif

lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan

dalam rumah tangga  selalu  ditampakkan dengan adanya cekcok mulut  dan

pertengkaran fisik, dan kalaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh

orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa

terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan

yang lainnya,  atau kesepakatan untuk tidak tinggal  bersama,  karena sangat

tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah,  justru  tergambar

fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk

lain  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga
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Penggugat  dan  Tergugat,  bahkan  dengan  tidak  tinggal  serumah  antara

Penggugat dan Tergugat 11 bulan dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya

suami  isteri  adalah  suatu  hal  yang  tidak  wajar  dalam  kehidupan  berumah

tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut

adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  diatas,  telah  menunjukkan  hilangnya

kebahagiaan  dan  ketenteraman  yang  berakhir  dengan  berpisahnya  tempat

kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 11

bulan,  serta  keduanya  sudah  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya  sebagai

suami  maupun  isteri  serta  keduanya  tidak  saling  menghiraukan  atau

memperdulikan lagi  dipandang sebagai  perwujudan dari  rumah tangga yang

tidak  harmonis,  sehingga  dengan  demikian  keadaan  ini  telah  menunjukkan

keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  lagi  memiliki  unsur-unsur  yang saling  tergantung antara  satu

sama lainnya,  sehingga Penggugat  sebagai  isteri  tidak lagi  merasa memiliki

suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya

perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi

mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang

menjadi  penyebabnya,  dimana  pecahnya  perkawinan  hanya  ditujukan  pada

perkawinan itu  sendiri,  oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan

mengetahui  siapa  yang  bersalah  yang  menyebabkan  timbulnya  perselisihan

dan  pertengkaran  akan  tetapi  yang  terpenting  adalah  mengetahui  keadaan

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  diatas  juga  telah

sejalan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  273  K/AG/1998

tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim

yang  abstrak  hukumnya  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa,  cekcok,  hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
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fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  adanya  usaha  keluarga  Penggugat  yang  ingin

merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat  serta  upaya  majelis  hakim  pada

kesempatan persidangan menasihati  Penggugat agar tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa

unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup

rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1

dan  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  suasana  rumah  tangga  yang  selalu  diliputi

perselisihan  dan  pertengkaran  suami  isteri,  maka  dapat  dipastikan  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  akan  dapat  mewujudkan  tujuan

perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur’an dalam surah

Ar-Rum  ayat  21,  dan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal

3  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  oleh  karena itu  memaksakan untuk

mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  akan  menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan

dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban

secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan

dengan maksud kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair

halaman 62, yang berbunyi: 
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درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mendapatkan
kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  doktrin  dalam  hukum  Islam  yang  dikemukakan

Ulama  dalam  Kitab  Ghayatul  Maram  yang  selanjutnya  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut: 

إذا اشتد  رغبة الزوجة عدملزوجها طلق عليه القاضى طلقة
Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya  maka  hakim (boleh)  menceraikan  suami-isteri  itu  dengan
talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab  Fiqhussunnah Jilid VIII  halaman 121-

122 menyebutkan bahwa:

Artinya : ”Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang
diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya
gangguan  tersebut  merupakan  penghalang  atas  kelangsungan
pergaulan  hidup  (suami  istri)  sebagaimana  (pergaulan  hidup  suami
istri  lainnya)  yang sepadan dengan mereka,  sementara hakim tidak
berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak
suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

adalah  “mitsaqan  gholidzan”  perjanjian  yang  kuat  dan  suci,  yang  untuk

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika

pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini

berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian

yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;  

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah mengajukan permohonan untuk

dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan oleh Majelis Hakim dalam

Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Jombang  Nomor:

1181/Pdt.G/2025/PA.Jbg. tanggal 7 Mei 2025 telah mengabulkan permohonan

di maksud dengan memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara dengan

cuma-cuma  (prodeo),  maka  Penggugat  dibebaskan  dari  semua  biaya  yang

timbul  dalam  perkara  ini  dan  selanjutnya  membebankan  biaya  perkara  ini

kepada  Negara  melalui  DIPA Pengadilan  Agama Jombang Tahun  Anggaran

2025;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Negara  melalui  DIPA

Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah

1446 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Ulil  Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  Drs.

Mashudi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara
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elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

                                    Ttd 

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota 

Ttd                                                  Ttd 

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

                                     Ttd 

   Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 0,00
Proses Rp 0,00
Panggilan Rp 0,00
PNBP Rp 0,00
Redaksi Rp 0,00
Meterai Rp 0,00
Jumlah Rp 0,00

Salinan Putusan

Jombang, 28 Mei 2025

Pengadilan Agama Jombang
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Panitera,

Ttd.

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES
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